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ABSTRAK 

 

Marisa Yosephin Manurung, 202110117001. “Status Perkawinan Beda Agama 

Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Indonesia Sebelum Berlakunya SEMA 

No. 1 Tahun 2023 (Studi Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby)” 

Persoalan perkawinan beda agama hampir terjadi pada setiap masyarakat yang 

majemuk. Perkawinan beda agama telah menimbulkan penafsiran bagaimana 

keabsahan perkawinan beda agama dikaji dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Banyaknya 

perkawinan beda agama tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan 

kepada pasangan suami istri itu sendiri, tetapi kepada pihak ketiga yaitu anak-anak 

yan dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut yang menyangkut 

kedudukan anak sebagai ahli waris yang lahir dari akibat pernikahan beda agama. 

Penelitian ini untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama dalam hukum 

perkawinan ditinjau dari dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan No. 

916/Pdt.P/2022/PN Sby yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama 

dan untuk mengetahui akibat hukum perkawinan terhadap anak sebagai ahli waris 

dalam perkawinan beda agama berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum 

Islam. Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Secara 

spesifik penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data 

menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi 

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan fakta-fakta yuridis 

pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No. 

916/Pdt.P/2022/PN Sby ialah mengabulkan permohonan Para Pemohon dan 

memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda 

agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya. Dasar pertimbangan Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. 

No. 1400 k/Pdt/1989, dsb. Kesimpulannya dalam pelaksanaan perkawinan beda 

agama, Hakim memiliki cara pandang yang berbeda-beda untuk memutus suatu 

perkara perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan yang sah menjadi sebab 

seorang anak yang dilahirkan menjadi anak sah. Status hukum bagi anak yang lahir 

dari perkawinan beda agama merupakan anak sah asalkan perkawinan telah 

dicatatakan menurut ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan pewarisan 

dari perkawinan beda agama maka anak tersebut berhak sebagai ahli waris. 

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai pembagian harta, namun 

pengaturan yang demikian terdapat pada hukum masing-masing yang berarti 

hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya pada dasarnya dilakukan atas 

kesepakatan oleh kedua belah pihak, untuk itu diperlukan kebijaksanaan dari 

pembentuk hukum untuk memberikan kepastian hukum terkait perkawinan beda 

agama karena perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kelanjutan hidup 

manusia. 

Kata kunci: perkawinan beda agama, hak waris. 
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ABSTRACT 

 

Marisa Yosephin Manurung, 202110117001, "The Legal Status of Children as 

Heirs in Interfaith Marriages under Indonesian Positive Law" 

The issue of interfaith marriages arises in almost every diverse society. Interfaith 

marriages have sparked debates on the validity of such marriages under Law 

Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI). The 

prevalence of interfaith marriages not only poses challenges to the couples 

themselves but also affects a third party, namely the children born from such 

marriages, particularly in terms of their legal status as heirs. This research aims to 

determine the validity of interfaith marriages in marriage law, under the 

considerations of judges in Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby of the Surabaya 

District Court, which granted the request for an interfaith marriage. Additionally, 

it aims to examine the legal status of children as heirs in interfaith marriages under 

Civil Law and the Compilation of Islamic Law. This research employs a normative 

juridical approach, specifically using descriptive analysis. Secondary data is 

collected through literature review. The research findings reveal that, under the 

juridical facts and considerations of the judge in Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN 

Sby, the applicants' request was granted, and permission was given to the 

applicants to conduct an interfaith marriage before the officer at the Office of 

Population and Civil Registration in Surabaya. The judge's basis for the decision 

was the Jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia No. 1400 k/Pdt/1989, 

among others. Legitimate marriage is a justification for a resulting of biological or 

adopted children and affinity to be a legitimate child. The legal status of children 

born of interfaith marriages is a legitimate child provided the marriage has been 

registered according to the statutory regulations. Regarding inheritance resulting 

of biological from these interfaith marriages, the children has the right to be an 

heir. The Marriage Law does Nomort regulate the patrimony, but moreover are 

regulated in more specific in each of community religion law; customary law and 

other laws are basically carried out by agreement by both parties, in conclusion, 

judges have varying perspectives when deciding cases related to interfaith 

marriages in Indonesia. Therefore, it is crucial for lawmakers to provide legal 

certainty regarding interfaith marriages, as marriage is a significant event in 

human life. 

Keywords: interfaith marriage, inheritance right. 
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